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WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara
unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan
keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang.......
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10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3322);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

15. Peraturan.......
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6542);

22. Peraturan.......
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun
2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

31. Peraturan.......
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
910);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
2019) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
2019) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 691);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022
tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik
Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 685);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022
tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak
Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);

39. Peraturan.......
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Menetapkan

39.

40.

41.

42.

43.

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor
22);

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai
(Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 20);

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun
2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai
Nomor 38);

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2021
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor
40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI

dan
WALI KOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kota Binjai.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  Urusan  Pemerintahan yang  menjadi
kewenangan daerah.

Wali Kota adalah Wali Kota Binjai.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

6. Pimpinan.......
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6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang
jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Binjai sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Binjai.

Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Binjai.

0. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran berkenaan.

11.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.

= 0O ®

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2022 semula sebesar
Rp.1.014.544.308.275,00 (satu triliun empat belas milyar lima
ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan ribu dua
ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar
Rp.29.912.092.765,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan
ratus dua belas juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam
puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp.1.044.456.401.040,00
(satu triliun empat puluh empat milyar empat ratus lima puluh
enam juta empat ratus satu ribu empat puluh rupiah) dengan
rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. semula Rp.1.014.344.308.275,00
b. bertambah/(berkurang) Rp. 26.273.785.028,00
Jumlah Pendapatan Daerah

setelah perubahan Rp.1.040.618.093.303,00

2. Belanja Daerah

a. semula Rp.1.011.344.308.275,00
b. bertambah /(berkurang) Rp. 29.912.092.765,00
Jumlah Belanja Daerah

setelah perubahan Rp.1.041.256.401.040,00

3. Pembiayaan Daerah
a. penerimaan Pembiayaan
1) semula Rp. 200.000.000,00
2) bertambah/(berkurang) Rp. 3.638.307.737,00
Jumlah penerimaan
Pembiayaan setelah

perubahan Rp. 3.838.307.737,00
b. pengeluaran Pembiayaan

1) semula Rp. 3.200.000.000,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran
Pembiayaan setelah

perubahan Rp. 3.200.000.000,00

Jumlah Pembiayaan netto

setelah perubahan Rp. 638.307.737,00

Sisa lebih Pembiayaan

anggaran setelah perubahan Rp. 0,00
Pasal 3.......
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Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, bersumber dari:
a. pendapatan asli daerah

1) semula Rp. 236.967.852.938,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pendapatan asli daerah

setelah perubahan Rp. 236.967.852.938,00
b. pendapatan transfer

1) semula Rp. 763.376.455.337,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. 13.307.535.028,00

Jumlah pendapatan transfer

setelah perubahan Rp. 776.683.990.365,00
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) semula Rp. 14.000.000.000,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. 12.966.250.000,00

Jumlah lain-lain pendapatan
daerah yang sah setelah
perubahan Rp. 26.966.250.000,00

Pasal 4
(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
a. pajak daerah

1) semula Rp. 135.077.107.047,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pajak daerah

setelah perubahan Rp. 135.077.107.047,00
b. retribusi daerah

1) semula Rp. 20.536.897.932,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah retribusi daerah

setelah perubahan Rp. 20.536.897.932,00
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) semula Rp. 4.212.978.767,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah

perubahan Rp. 4.212.978.767,00
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) semula Rp. 77.140.869.192,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah setelah
perubahan Rp. 77.140.869.192,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b, bersumber dari:
a. transfer pemerintah pusat

1) semula Rp. 726.929.358.000,00
2) bertambah / (berkurang) Rp. 3.204.307.830,00
Jumlah transfer pemerintah

pusat setelah perubahan Rp. 730.133.665.830,00

b. transfer.......
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b. transfer antar daerah
1) semula

2) bertambah/(berkurang)

Jumlah transfer antar

daerah setelah perubahan
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Rp. 36.447.097.337,00

Rp. 10.103.227.198,00

Rp. 46.550.324.535,00
sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢, bersumber dari:

a. pendapatan hibah
1) semula

2) bertambah /(berkurang)
Jumlah pendapatan hibah

setelah perubahan

Rp. 0,00
Rp.  12.966.250.000,00

Rp. 12.966.250.000,00

b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan:
1) semula

2) bertambah/(berkurang)
Jumlah lain-lain pendapatan
sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-

undangan setelah perubahan Rp.

Pasal 5

Rp. 14.000.000.000,00
Rp. 0,00

14.000.000.000,00

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, terdiri atas:

a.

(1)

belanja operasi

1) semula

2) bertambah / (berkurang)
Jumlah belanja operasi
setelah perubahan
belanja modal

1) semula

2) bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja modal
setelah perubahan
belanja tidak terduga

1) semula

2) bertambah / (berkurang)

Jumlah belanja tidak terduga

setelah perubahan

Pasal 6

Rp. 833.986.985.179,00
Rp. 29.074.470.293,00

Rp. 863.061.455.472,00

Rp. 135.839.624.477,00
Rp. 40.125.614.315,00

Rp. 175.965.238.792,00

Rp. 41.517.698.619,00
Rp. (39.287.991.843,00)

Rp. 2.229.706.776,00

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf a, terdiri atas:
a. belanja pegawai
1) semula

2) bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja pegawai
setelah perubahan

b. belanja barang dan jasa
1) semula

2) bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja barang dan

jasa setelah perubahan

Rp. 473.916.581.402,00
Rp. (286.668.760,00)

Rp. 473.629.912.642,00

Rp. 338.091.318.077,00
Rp. 29.250.781.744,00

Rp. 367.342.099.821,00

c. belanja.......
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(2)

(3)

c. belanja hibah

1) semula Rp. 21.979.085.700,00
2) bertambah/(berkurang) Rp. 110.357.309,00
Jumlah belanja hibah

setelah perubahan Rp. 22.089.443.009,00

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
b, terdiri atas:
a. belanja modal tanah

1) semula Rp. 9.193.010.713,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. (2.350.731.713,00)

Jumlah belanja modal tanah

setelah perubahan Rp. 6.842.279.000,00
b. belanja modal peralatan dan mesin

1) semula Rp. 59.722.302.656,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. 14.538.315.487,00

Jumlah belanja modal
peralatan dan mesin

setelah perubahan Rp. 74.260.618.143,00
c. belanja modal gedung dan bangunan

1) semula Rp. 31.882.449.696,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. 8.348.000.191,00

Jumlah belanja modal
gedung dan bangunan

setelah perubahan Rp. 40.230.449.887,00
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) semula Rp. 28.163.888.701,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. 20.103.524.021,00

Jumlah belanja modal jalan,
jaringan, dan irigasi

setelah perubahan Rp. 48.267.412.722,00
e. belanja modal aset tetap lainnya

1) semula Rp. 6.877.972.711,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. (513.493.671,00)

Jumlah belanja modal

aset tetap lainnya

setelah perubahan Rp. 6.364.479.040,00
Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga.

1) semula Rp. 41.517.698.619,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. (39.287.991.843,00)

Jumlah belanja tidak terduga

setelah perubahan Rp. 2.229.706.776,00
Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, terdiri atas:

a.

penerimaan Pembiayaan

1) semula Rp. 200.000.000,00
2) bertambah/(berkurang) Rp. 3.638.307.737,00
Jumlah penerimaan Pembiayaan

setelah perubahan Rp. 3.838.307.737,00
pengeluaran Pembiayaan

1) semula Rp. 3.200.000.000,00
2) bertambah /(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pengeluaran Pembiayaan

setelah perubahan Rp. 3.200.000.000,00

Pasal 8.......
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 8

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a, terdiri atas Sisa lebih perhitungan
anggaran tahun sebelumnya:

1) semula Rp. 200.000.000,00
2) bertambah/(berkurang) Rp. 3.638.307.737,00
Jumlah sisa lebih perhitungan

anggaran tahun sebelumnya

setelah perubahan Rp. 3.838.307.737,00
Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b, terdiri atas penyertaan modal daerah:

1) semula Rp. 3.200.000.000,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penyertaan modal

daerah setelah perubahan Rp. 3.200.000.000,00
Pasal 9

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,
dengan Peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan
dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial
dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjalan;

b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;

c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10.......
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Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran
2. Lampiran
3. Lampiran
4. Lampiran
S. Lampiran
6. Lampiran
7. Lampiran
8. Lampiran
0. Lampiran

10. Lampiran

11. Lampiran

I

IT

II1

1A%

VI

VII

VIII

IX

Ringkasan Perubahan APBD yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok dan

Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan,;

Ringkasan Perubahan APBD yang
Diklasifikasi Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi,
Rincian Perubahan APBD Menurut

Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Perubahan Belanja
Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program,

Kegiatan Beserta Hasil dan Sub
Kegiatan beserta Keluaran;
Rekapitulasi Perubahan Belanja
Daerah  Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah
Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;
Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk
Pemenuhan SPM;

Sinkronisasi Program pada RPJMD
dengan Rancangan Perubahan APBD;
Sinkronisasi Program, Kegiatan dan
Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD
dan Perubahan PPAS dengan
Rancangan Perubahan APBD;

Daftar Perubahan Jumlah  Pegawai
Per Golongan dan Per Jabatan;

X  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah; dan

XI  Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai
landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 12.......
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Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

. Ditetapkan di Binjai
I - pada tanggal 28 Oktober 2022

WALI KOTA BINJAI,

,» SH, MH ttd

331 199803 2 003
AMIR HAMZAH

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 28 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,
ttd

IRWANSYAH NASUTION
LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI PROVINSI SUMATERA UTARA
(2-149/2022)
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai
merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Binjai dan DPRD Kota Binjai
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa berdasarkan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa
Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan
pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program,
antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran
berjalan, keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa, maka perlu
dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Perubahan APBD
hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali
dalam keadaan luar biasa.
II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10.......

jdih.binjaikota.go.id



Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.
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